KEPUTUSAN

PIMPINAN KOLEKTIF NASIONAL
Nomor XV Tahun 2008
TENTANG

TATA CARA PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN

Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan 


	Menimbang: 

Mengingat:     
	1. Bahwa Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) sebagai wadah perjuangan politik dengan tujuan mendapatkan kekuasaan politik dengan cara konstitusional dan demokratis untuk memperjuangkan kemajuan bangsa, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial dalam rangka mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Anggaran Dasar PDP untuk menjamin keikutsertaan Partai Demokrasi Pembaruan dalam Pemilu 2009 Pimpinan Kolektif Nasional diberikan kewenangan khusus untuk melakukan segala hal yang diperlukan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang.

3. Bahwa untuk itu, Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan memandang perlu menyusun Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Pembaruan untuk menjadi pedoman keikutsertaan Partai Demokrasi Pembaruan pada Pemilu Legislatif Tahun 2009.

4. Bahwa oleh karenanya, Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Pembaruan tersebut, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional. 
1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

	
	3. Piagam Perjuangan Partai Demokrasi Pembaruan;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Pembaruan;
5. Surat Keputusan PKN Nomor: III Tahun 2006 Tentang Kode Etik Partai Demokrasi Pembaruan

6. Surat Keputusan PKN Nomor: XI Tahun 2006 Tentang Manifesto Politik Partai Demokrasi Pembaruan.


Memperhatikan :
1. 
Rekomendasi RAKERNAS III dan RAKORNAS I PDP tanggal 11 – 13 Mei 2008 di Jakarta, tentang persyaratan pencalonan anggota legislatif PDP dan Pemenangan Pemilu 2009. 


2. 
Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan tanggal 02 Juli 2008.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:


TATA CARA PENCALONAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN
BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
(1) Pencalonan anggota legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) adalah tahapan dan proses rekrutmen, seleksi, penyusunan, penetapan, pengajuan dan perbaikan daftar bakal calon dan atau calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(2) Daftar bakal calon adalah daftar awal nama-nama bakal calon anggota legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) yang diajukan Pimpinan Kolektif Nasional, Pimpinan Kolektif Provinsi dan Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
(3) Daftar calon sementara adalah daftar nama-nama calon sementara anggota legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) yang diputuskan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pengajuan Pimpinan Kolektif Nasional, Pimpinan Kolektif Provinsi dan Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota dan diumumkan ke masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan masukan.
(4) UU Pemilu adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB II
TUJUAN
Pasal 2
Pedoman Pencalonan anggota legislatif ini bertujuan untuk mengatur tahapan, proses dan mekanisme pencalonan anggota DPRRI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota dari Partai Demokrasi Pembaruan  agar terlaksana dengan tertib, demokratis, transparan, responsif dan akuntabel, sehingga menghasilkan calon anggota legislatif yang berjiwa gotong royong, bersih, peduli, kompeten dan berkarakter sesuai dengan visi dan misi PDP.

KEWENANGAN PENCALONAN 
Pasal 3
(1) Kewenangan pencalonan anggota DPR RI merupakan kewenangan Pimpinan Kolektif Nasional dengan memperhatikan masukan dari Pimpinan Kolektif Provinsi.

(2) Kewenangan pencalonan anggota DPRD Provinsi merupakan kewenangan Pimpinan Kolektif Provinsi dengan memperhatikan masukan dari Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota.

(3) Kewenangan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota dengan memperhatikan masukan dari Pimpinan Kolektif Kecamatan.

Pasal 4
Kewenangan pencalonan yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi kewenangan :

(1) Melakukan rekrutmen dan seleksi nama-nama bakal calon;

(2) Melakukan verifikasi persyaratan bakal calon;

(3) Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon;

(4) Melakukan verifikasi persyaratan khusus bakal calon;

(5) Menyusun dan menetapkan daftar bakal calon;

(6) Menetapkan nomor urut daftar bakal calon;

(7) Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan 30 % dan penempatan nomor urut perempuan bakal calon;

(8) Mengajukan daftar bakal calon ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

(9) Menindaklanjuti pengembalian dokumen kelengkapan administrasi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

(10) Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat atas daftar bakal calon.

Pasal 5
Penggunaan kewenangan pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan secara demokratis dan terbuka dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
(1) Dalam penggunaan kewenangan pencalonan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pimpinan Kolektif Nasional berwenang mensupervisi secara langsung kepada Pimpinan Kolektif Provinsi dan atau Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota dalam penyusunan dan pengesahan daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.

(2) Dalam penggunaan kewenangan pencalonan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pimpinan Kolektif Provinsi berwenang mensupervisi secara langsung kepada Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota dalam penyusunan dan pengesahan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. 

BAB III

MEKANISME PENCALONAN

Bagian I

Tahapan Pencalonan
Pasal 7
Pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan melalui tahapan :

(1) Rekrutmen nama-nama bakal calon;

(2) Seleksi dan verifikasi bakal calon;

(3) Penyusunan dan penetapan daftar bakal calon;

(4) Pengajuan daftar bakal calon;

(5) Perbaikan daftar bakal calon.

Bagian II

Rekrutmen Nama-Nama Bakal Calon
Pasal 8
(1) Rekrutmen nama-nama bakal calon anggota DPR RI dapat melalui:

a. Usulan Pimpinan Kolektif Nasional;

b. Usulan Pimpinan Kolektif Provinsi;

c. Usulan Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota;

d. Usulan Pimpinan Badan-Badan di Tingkat Nasional;

e. Usulan Pimpinan Organisasi Sayap Partai di Tingkat Nasional;

f. Bakal calon dari masyarakat dapat mengajukan diri kepada Pimpinan Kolektif Nasional. 

(2) Rekrutmen nama-nama bakal calon anggota DPRD Provinsi dapat melalui:

a. Usulan Pimpinan Kolektif Provinsi;
b. Usulan Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota;

c. Usulan Pimpnan Kolektif Kecamatan;

d. Usulan Pimpinan Badan-Badan di Tingkat Provinsi;

e. Usulan Pimpinan Organisasi Sayap Partai di Tingkat Provinsi;

f. Bakal calon dari masyarakat dapat mengajukan diri kepada Pimpinan Kolektif Provinsi.

(3) Rekrutmen nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat melalui:

a. Usulan Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota;

b. Usulan Pimpinan Kolektif Kecamatan;

c. Usulan Pimpinan Kolektif Kelurahan/Desa;

d. Usulan Pimpinan Badan-Badan di Tingkat Kabupaten/Kota;

e. Usulan Pimpinan Organisasi Sayap Partai di Tingkat Kabupaten/Kota;

f. Bakal calon dari masyarakat dapat mengajukan diri kepada Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota.

Pasal 9
(1) Rekrutmen nama-nama bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diprioritaskan dari pengurus, kader dan anggota partai yang berjasa dan/atau aktif sejak pembentukan Partai Demokrasi Pembaruan.

(2) Pimpinan Kolektif dapat merekrut nama-nama bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari unsur masyarakat.

(3) Rekrutmen nama-nama bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari unsur masyarakat wajib dilaporkan kepada Pimpinan Kolektif Nasional. 

(4) Rekrutmen nama-nama bakal calon anggota legislatif didasarkan atas dasar meritrokrasi (kinerja) dan sejauh mungkin menghindari faktor nepotisme (hubungan kekerabatan atau keluarga).
Pasal 10
Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota wajib untuk melakukan;

a. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. Sosialisasi Peraturan Organisasi tentang Pencalonan Anggota legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD) Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Pembaruan kepada internal partai dan masyarakat.

Pasal 11

(1) Nama-nama bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah direkrut wajib diumumkan secara terbuka kepada publik, dengan minimal pengumuman ditempel di kantor Partai.

(2) Dalam hal ada masukan berupa tanggapan dan/atau keberatan dari masyarakat dan anggota Partai Demokrasi Pembaruan terhadap nama-nama bakal calon, Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota wajib menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi kepada bakal calon yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait.

Bagian III

Seleksi dan Verifikasi Bakal Calon

Pasal 12

(1) Nama-nama bakal calon yang telah direkrut oleh Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota diwajibkan memenuhi dan atau menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :

a. Persyaratan bakal calon sebagaimana ketentuan dalam UU Pemilu;

b. Kelengkapan administrasi bakal calon sebagaimana ketentuan dalam UU Pemilu;

c. Persyaratan khusus bakal calon. 

(3) Bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota wajib memenuhi persyaratan bakal calon sebagaimana ketentuan dalam UU Pemilu :

a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

h. sehat jasmani dan rohani;

i. terdaftar sebagai pemilih;

j. bersedia bekerja penuh waktu;

k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;

l. 
bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara  serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

(4) Bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota wajib memenuhi dan menyerahkan kelengkapan administrasi bakal calon sebagaimana ketentuan dalam UU Pemilu:

a. kartu tanda Penduduk Warga Negara Indonesia;

b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;

d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit Pemerintah termasuk Puskesmas;

e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara  serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

j. surat penyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

k. surat penyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

(5) Bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota wajib memenuhi persyaratan khusus bakal calon :

a. Mengisi dan menyerahkan daftar riwayat hidup;

b. Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit Pemerintah;

c. Menandatangani dan menyerahkan Kontrak Wakil Rakyat Indonesia Partai Demokrasi Pembaruan. 

Pasal 13

(1) Pimpinan Kolektif Nasional melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR RI.

(2) Pimpinan Kolektif Provinsi melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Provinsi.

(3) Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(4) Dalam hal dokumen persyaratan bakal calon belum lengkap, Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk dilengkapi. 

(5) Dokumen persyaratan yang telah dilengkapi oleh bakal calon wajib diserahkan kepada Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum batas akhir pendaftaran bakal calon yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 

Pasal 14

(1) Seleksi dan verifikasi terhadap bakal calon dilakukan dengan mempertimbangkan aspek loyalitas, dedikasi, integritas, kompetensi dan profesionalitas, dan akseptabilitas bakal calon yang bersangkutan.

(2) Seleksi dan verifikasi terhadap bakal calon dari unsur masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ideologi, integritas, kompetensi dan profesionalitas, popularitas dan akseptabilitas di daerah pemilihan, dan kesanggupan dalam mendukung pemenangan pemilu dan membesarkan Partai.

(3) Seleksi dan verifikasi bakal calon dilakukan dalam Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota.

(4) Penetapan nama-nama bakal calon yang lolos seleksi dan verifikasi dilakukan dalam Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota.

(5) Nama-nama bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan lolos seleksi dan verifikasi wajib dilaporkan kepada Pimpinan Kolektif Nasional.

	Pasal 15

Bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota wajib untuk mematuhi AD/ART PDP dan Peraturan Organisasi lainnya, termasuk dan tidak hanya menyangkut disiplin partai; memegang teguh Sapta Brata Prawira PDP; memobilisasi dukungan pemilih, termasuk pengumpulan anggota baru PDP; dan menandatangani Kontrak Wakil Rakyat Indonesia Partai Demokrasi Pembaruan.




Bagian IV

Penyusunan dan Penetapan Daftar Bakal Calon

Pasal 16

(1) Nama-nama bakal calon yang telah ditetapkan lolos seleksi dan verifikasi disusun dalam daftar bakal calon.

(2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh Pimpinan Kolektif Nasional dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pelaksana Harian.

(3) Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh Pimpinan Kolektif Provinsi dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pelaksana Harian.

(4) Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan Pimpinan Kolektif Kabupaten Kota dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pelaksana Harian.

Pasal 17

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 18

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Pasal 19
(1) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun berdasarkan nomor urut.

(2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

(3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai dengan pas foto diri terbaru.

Pasal 20

(1) Daftar nama dan nomor urut bakal calon anggota DPR RI ditetapkan oleh Pimpinan Kolektif Nasional sesuai dengan ketentuan AD/ART PDP;

(2) Daftar nama dan nomor urut bakal calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh Pimpinan Kolektif Provinsi  sesuai dengan ketentuan AD/ART PDP;

(3) Daftar nama dan nomor urut bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan AD/ART PDP.

Pasal 21

(1) Daftar nama dan nomor urut bakal calon yang telah ditetapkan Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota wajib diumumkan secara terbuka kepada publik, dengan minimal pengumuman ditempel di kantor Partai.

(2) Daftar nama dan nomor urut bakal calon yang telah ditetapkan Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota wajib dilaporkan kepada Pimpinan Kolektif Nasional.
Pasal 22

(1) Pimpinan Kolektif Nasional berwenang melakukan penelitian terhadap daftar bakal calon yang disusun oleh Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota apabila terdapat masalah menyangkut bakal calon.

(2) Dalam hal penelitian Pimpinan Kolektif Nasional perlu dilakukan koreksi terhadap daftar bakal calon yang diajukan oleh Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota, maka Pimpinan Kolektif Nasional berwenang untuk menetapkan perubahannya yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 23

(1) Apabila dalam penetapan daftar bakal calon mengalami kebuntuan (deadlock), maka kewenangan penetapan daftar bakal calon tersebut diambil alih oleh Pimpinan Kolektif Nasional dengan mempertimbangkan seluruh hasil tahapan pencalonan sebelumnya.

(2) Keputusan penetapan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan akhir yang bersifat final dan mengikat.

Bagian V

Pengajuan Daftar Bakal Calon

Pasal 24

(1) Daftar bakal calon anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diajukan kepada KPU.

(2) Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diajukan kepada KPU Provinsi.

(3) Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Bagian VI

Perbaikan Daftar Bakal Calon

Pasal 25

(1) Dalam hal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak lengkap, Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota meminta bakal calon yang bersangkutan melengkapinya selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum batas akhir perbaikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Apabila dokumen persyaratan administrasi telah dilengkapi sebelum batas akhir sebagaimana dimaksud Ayat (1), Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota segera mengajukan dokumen dimaksud kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(3) Apabila dokumen persyaratan administrasi tidak dilengkapi hingga melewati batas akhir sebagaimana dimaksud Ayat (1), bakal calon yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota segera mengajukan surat dan daftar bakal calon hasil perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Pasal 26

Dalam hal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta perbaikan daftar bakal calon yang tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota wajib melengkapinya selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum batas akhir perbaikan daftar bakal calon yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 27

(1) Dalam hal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah melakukan verifikasi administrasi menemukan adanya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu dari bakal calon, Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada bakal calon bersangkutan dan verifikasi kepada pihak-pihak terkait.

(2) Apabila hasil klarifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) menemukan tidak adanya unsur pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu, Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota melakukan pembelaan dan klarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(3) Apabila hasil klarifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) menemukan  adanya unsur pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu, Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota segera mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu.

(4) Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota mengajukan nama bakal calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan dari KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota diterima oleh Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota.

(5) Bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu akan diberikan sanksi organisasi oleh Partai. 
Pasal 28

(1) Dalam hal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota atas masukan berupa tanggapan dan/atau keberatan dari masyarakat terhadap daftar calon sementara, Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota harus memberikan kesempatan kepada calon sementara yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat kepada Partai.

(2) Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota menyampaikan hasil klarifikasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyatakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan. 

(4) Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota.

BAB IV

SUPERVISI DAN RESOLUSI

Pasal 29

(1) Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Organisasi ini berjalan dengan benar dan demokratis, Pimpinan Kolektif Nasional melakukan supervisi kepada Pimpinan Kolektif Provinsi dan Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota.

(2) Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Organisasi ini berjalan dengan benar dan demokratis, Pimpinan Kolektif Provinsi melakukan supervisi kepada Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota.

(3) Untuk menjamin keikutsertaan Partai dalam Pemilu 2009 di semua tingkatan daerah pemilihan, Pimpinan Kolektif Nasional sesuai dengan AD PDP Pasal 91 diberikan kewenangan khusus untuk melakukan segala hal yang diperlukan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang.

BAB V

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 30

(1) Untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan proses pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pimpinan Kolektif Nasional/Pimpinan Kolektif Provinsi/Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota membentuk Tim Ad Hoc.

(2) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Pimpinan Kolektif sesuai dengan tingkatannya.

(3) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, terdiri atas Koordinator, Ketua, Sekretaris dan Bendahara ditambah beberapa orang Pimpinan Kolektif dan disahkan dengan surat keputusan Pimpinan Kolektif yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN KHUSUS
Pasal 31

(1) Usulan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diajukan oleh Pimpinan Kolektif Provinsi kepada Pimpinan Kolektif Nasional dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan wajib menandatangani dan menyerahkan Kontrak Politik sebagai Wakil Daerah yang didukung oleh Partai Demokrasi Pembaruan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

(1) Hal-hal  yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Kolektif Nasional;

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di
: Jakarta

 Pada Tanggal
: 02 Juli 2008

PIMPINAN KOLEKTIF NASIONAL

PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN

PELAKSANA HARIAN,

                     ttd,







 
ttd,
H. Roy BB Janis, SH, MH.                                                KRHT. H. Didi Supriyanto, SH.

Ketua                                                                                     Sekretaris

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Daftar Riwayat Hidup;

2. Kontrak Politik Wakil Rakyat PDP.
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